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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 
 

Keberadaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam masyarakat 

selalu mempunyai arti penting dimanapun berada, keberadaannya 

selalu menjadi hal yang utama terutama dalam transaksi jual beli 

tanah.1 Adapun tujuan Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah untuk 

memindahkan hak milik benda yang semula ada pada penjual, lalu 

lewat lavering, dipindahkan kepemilikan tersebut kepada pembeli. 

Dalam pandangan Moch Isnaeni lebih menukik lagi, akibat 

perpindahan kepemilikan sebuah benda, maka berpindah juga risiko 

atas benda yang bersangkutan. Pemilik benda menjadi bertanggung 

jawab atas benda kepunyaannya, sehingga bilamana benda yang 

bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka pemilik 

harus bertanggung gugat.2 Dalam pandangan Subekti, jual beli 

adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat 

dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak 

yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.3 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli untuk selanjutnya disebut PPJB 

adalah  sebuah  perjanjian  awal  yang  mengikat  dimana  terdapat 

 

1
Moch Isnaeni, Perjanjian Jual Beli, Cet.1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 

10. 
2
Ibid. 

3
Subekti, Hukum Perjanjian, Cet.21, (Jakarta:Intermasa, 2005), hlm. 79. 

 

1 



2 
 

 

 
 
 

 
kesepakatan jual beli didalamnya.4 Adapun Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli adalah sebagai perjanjian yang lahir karena kebutuhan dan tidak 

diatur secara tegas dalam bentuk peraturan perundang-undangan 

maka PPJB tidak mempunyai bentuk tertentu. PPJB dan PJB sama 

merupakan perjanjian pendahuluan yang bersifat konsensuil yang 

menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak yang membuat 

perjanjian tersebut. Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak atas tanah atau 

bangunan adalah salah satu perjanjian yang sering dilakukan oleh 

masyarakat. Perjanjian Pengikatan Jual Beli pada umumnya biasa 

digunakan untuk memudahkan para pihak untuk melakukan transaksi 

jual beli tanah atau bangunan, karena sebagai perjanjian pendahuluan 

biasanya para pihak tidak dapat memenuhi persyaratannya sekaligus. 

Misalnya saja mengenai persyaratan tentang objek jual belinya yaitu 

ada sertipikat tanah bukti yang sah mengenai hak atas tanahnya 

tersebut, pembayaran harga yang telah disepakati para pihak, 

perjanjian yang berkaitan dengan pelunasan pajak bumi dan bangunan 

apabila terjadi keterlambatan pelunasan oleh pihak penjual, dan 

pembayaran  pajak  penjual  dan  pembeli  apabila  syaratnya  sudah 

 
 
 
 
 
 
 

 

4
Zulfika Rochmah, Solehoddin, dan Sulthon Miladiyanto, “Peralihan Hak Atas Tanah 

Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berdasarkan SEMA NO.4 TAHUN 2016,”Jurnal 

Magister Hukum PERSPEKTIF 13 ,no. 2 (16 September, 2022), hlm. 2. 
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terpenuhi maka boleh untuk langsung dibuatkan Akta Jual Beli oleh 

PPAT.5 

Di tahun 2011 pelaksanaan daripada PPJB ini ditegaskan dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Sistem Perjanjian 

Pendahuluan Jual Beli Rumah yang memungkinkan adanya suatu 

perjanjian pendahuluan yang berkaitan dengan transaksi jual beli 

untuk rumah atau rusun (rumah susun) juga bahkan ditegaskan melalui 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 bahwa PPJB 

secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah 

serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan  dengan itikad 

baik. Dan pada tahun 2016 pemerintah juga mengeluarkan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. 

Adapun di dalam praktiknya PPJB dibuat oleh Notaris dan Akta 

Jual Beli dibuat oleh PPAT. Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk 

selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan serta tanggung jawab untuk membuat akta-akta yang 

berkaitan dengan transaksi dan peralihan hak atas tanah dan 

bangunan.6 Akta Jual Beli untuk selanjutnya disebut AJB adalah 

perbuatan hukum berupa penyerahan hak milik oleh penjual kepada 

 

5
Jihan Nabila Zula, ”Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Dan 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli(PPJB)”,UNES Journal of Swara Justicia 8, no. 2 (10 Juli 2024), 

hlm. 345. 
6
Kholidah et al., Notaris Dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik Dalam 

Pembuatan Akta (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023), hlm. 15. 
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pembeli yang bertujuan agar pembeli dapat secara sah menguasai dan 

menggunakan hak atas tanahnya. Sehubungan dengan AJB yang dibuat 

oleh PPAT tersebut di atas, dokumen-dokumen dalam jual beli serta 

sudah lunasnya pembayaran dalam transaksi jual beli dapat langsung 

dilaksanakannya tandatangan AJB dihadapan PPAT. Apabila dokumen- 

dokumen dalam jual beli belum lengkap maka dapat mengadakan 

perjanjian pendahuluan yaitu yang sering disebut akta perjanjian 

pengikatan jual beli. Unsur tersebut misalnya adalah untuk tanah yang 

belum bersertipikat yang harus di daftarkan terlebih dahulu ke Kantor 

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota ataupun bisa juga belum 

lunasnya pembayaran serta pajak-pajak yang harus dibayarkan penjual 

dan pembeli.7 

Hal ini sesuai juga dengan pendapat Herlien Budiono yang 

menyatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah perjanjian 

bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang 

bentuknya bebas.8 Dengan dibuatnya PPJB peralihan hak atas tanah 

belum tentu terjadi dikarenakan peralihan tersebut tunduk kepada 

hukum pertanahan, peralihan hak atas tanah terjadi saat 

dilaksanakannya penandatanganan AJB dihadapan PPAT untuk 

kemudian dilakukannya pendaftaran tanah. 

 

 

7
Nailu Vina Amalia, ”Jual Beli Tanah Dalam Hukum Tanah Atas Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli Berulang yang dibuat oleh Notaris”, Notaire4, no. 2 (16 Juni 2021), hlm. 217. 
8
Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang 

Kenotariatan, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 3. 
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Demikian juga jual beli tanah kaitannya dengan PPJB dalam 

hukum tanah haruslah memenuhi syarat-syarat sah dari jual beli 

tersebut. Syarat-syarat jual beli terdiri dari syarat materiil dan syarat 

formil. Syarat materiil ini sangat berhubungan dengan subjek 

pemegang hak atas tanah, yang mana penjual dan pembeli harus 

merupakan subjek yang dapat menjadi Jual Beli Tanah pemegang hak 

atas tanah. Adapun Syarat formil ini berkaitan dengan pendaftaran 

tanah, dalam jual beli tanah harus dibuktikan dengan menggunakan 

akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya 

disebut dengan PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 

yang selanjutnya disebut dengan PP 27/1997. Selain itu ada juga syarat 

materiil dan formil dalam jual beli tanah harus memenuhi syarat sah jual 

beli menurut hukum adat. Syarat sahnya jual beli hak atas tanah 

menurut hukum adat adalah terpenuhinya tiga unsur yaitu tunai, riil dan 

terang. Tunai di sini adalah adanya pembayaran secara tunai dan juga 

bisa sebagian, dan riil adalah adanya kesepakatan dan juga adanya 

penyerahan secara nyata. Arti terang memiliki pengertian bahwa jual 

beli harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, pada saat 

masih berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang 

Pendaftaran Tanah yang selanjutnya disebut dengan PP 10/1961, 

pejabat yang berwenang adalah kepala desa, sehingga dalam 

melakukan jual beli harus dihadapan kepala desa.  Setelah PP 10/1961 
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tidak berlaku, pejabat berwenang ini adalah PPAT sebagaimana yang 

diatur dalam PP 24/1997.Dan Bukti telah terjadinya jual beli dibuktikan 

dengan syarat formil yaitu adanya akta jual beli yang selanjutnya 

disebut dengan AJB.9 

Menurut Boedi Harsono, akta yang dibuat PPAT merupakan alat 

bukti bahwa pembeli sudah menjadi pemegang haknya yang baru. 

Oleh karena itu kepentingan pihak ketiga tidak selalu tersangkut 

dengan pemindahan hak tersebut. Maka pendaftaran pemindahan 

haknya hanya berfungsi untuk memperkuat kedudukan pembeli dalam 

hubungannya dengan pihak ketiga, yang kepentingannya tersebut 

mungkin tersangkut dan bukan merupakan syarat bagi berpindahnya 

hak yang bersangkutan kepadanya.10 

Menurut Urip Santoso bahwa mengenai perbuatan hukum 

terutama jual beli dalam hal dialihkan atau pemindahan hak disini, 

pihak yang mengalihkan atau memindahkan hak harus berhak serta 

berwenang memindahkan hak sedangkan untuk pihak yang 

memperoleh hak harus memenuhi syarat sebagai hak atas tanah.11 

Ada pihak yang memanfaatkan celah hukum untuk 

menyalahgunakan PPJB terutama dalam pembahasan PPJB berulang ini. 

Pihak yang tidak membayar pajak dikategorikan menghindari pajak 

 

9
 Nailu Vina Amalia.Op.Cit.,hlm. 217. 

10
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang 

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta:Djambatan, 2003), hlm.211. 
11

 Urip Santoso,Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2019), hlm.301-302. 
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dan ketidakmampuan pihak pembeli untuk membayar pajak dalam hal 

ini yaitu pembeli. Hal ini karena pihak pembeli setelah membuat akta 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli lunas tidak dilanjutkan proses 

pembuatan Akta Jual Beli dihadapan PPAT yang berwenang. Tentunya 

setelah syarat-syarat dalam pembuatan akta jual beli terpenuhinya 

salah satunya yang harus dilakukannya itu adalah membayar pajak 

pembelian hak atas tanah.12 Banyak masyarakat yang hanya membuat 

PPJB dan menghindari pajak untuk melanjutkan membuat AJB 

dihadapan PPAT dan kemudian proses balik nama dengan alasan biaya 

yang sangat besar jika melakukan proses balik nama sertipikat. Dalam 

praktiknya sendiri pelaksanaan PPJB ini juga tidak terlepas dan 

berbagai masalah, terutama menyangkut kepentingan pihak ketiga 

dan selanjutnya yang secara tidak langsung berkaitan dengan hak 

atas tanah yang dialihkan kepada pihak lain melalui jual beli. PPJB 

Berulang yaitu proses peralihan hak atas tanah yang dilakukan 

berulang - berulang atau berkali – kali disetiap proses peralihan hak 

atas tanahnya tanpa dilanjutkannya proses pembuatan akta jual beli. 

PPJB berulang terjadi karena kesalahan ada pada notaris, ketika kuasa 

menjual hanya diberikan oleh pihak penjual, maka notaris harus jeli. 

Ketika kuasa menjual tersebut berisi mutlak, pasti terdapat pula aktа 

PPJB. Jika kuasa menjual tersebut berdiri sendiri berarti melanggar 

12Heru Prayitno dan Hamdan Zoelva, Hukum Pertanahan (Akibat Hukum atas 
Akta Perjanjian Pengikatan Jual BeliLunas dan Akta Kuasa Menjual terhadap objek Tanah 
dan Bangunan Bersertipikat Yang Dibuat Oleh Notaris dalam Perspektif Keadilan), 
(Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023), hlm.101. 
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Pasal 1813 KUHPerdata, dan jika lolos berarti terdapat kesalahan dari 

notaris. Maka dari itu, notaris harus amanah dengan memegang teguh 

pedoman pada Pasal 16 Ayat 1 UUJN. Seharusnya notaris menolak 

berdiri sendiri, karena apabila pihak penjual yang namanya masih 

tercantum dalam sertipikat kemudian melakukan pembuatan PPJB 

berulang, pada setiap peralihannya pasti juga terhutang pajak pajak 

penghasilan yang dalam prakteknya sering dijumpai pajak 

penghasilannya belum terbayarkan.13 

Berkaitan dengan PPJB tersebut di atas, adapun kewenangan 

dari Notaris telah ditegaskan di dalam Pasal 15 UUJN yaitu membuat 

akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan 

yang diharuskan oleh peraturan perundang-undang dan atau yang 

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta 

autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan 

akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu 

sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat yang lain atau orang lain. Pada ketentuan 

Pasal 16 Ayat (1) huruf a juga ditegaskan bahwa dalam menjalankan 

jabatannya, seorang Notaris wajib untuk bertindak amanah, jujur, 

seksama, mandiri, selain itu juga tidak berpihak dan menjaga 

kepentingan pihak terkait yang melakukan perbuatan hukum. Seorang 

 

13
Troy Permata Saprutro dan Chamim Tohari, ”Perlindungan Hukum Pembeli Hak Atas 

Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual BeliSecara Berulang Oleh Notaris Menurut Prinsip 

– Prinsip Ekonomi Syariah”, Jurnal Justisia Ekonomika 4, no. 2 (26 Desember 2020), hlm. 4. 
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Notaris sebelum memformulasikan, membuat dan menentukan akta 

yang akan dibuatnya harus mengetahui isi muatan akta yang akan 

dibuatnya terlebih dahulu. Notaris juga selain bertanggungjawab 

terhadap akta yang dibuatnya juga harus menerapkan prinsip kehati- 

hatian dalam membuat akta.Dalam pelaksanaannya, PPJB dibuat oleh 

Notaris, baik akta peralihan hak, dan akta kuasa. Pembuatan akta PPJB 

ini merupakan kewenangan dari notaris sendiri, sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris. 

Apabila ditinjau dari berbagai variabel yang terkait dengan 

permasalahan perjanjian jual beli tanah, maka sengketa tanah 

sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah hal yang lumrah, 

mengingat baik teori maupun dalam praktik Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli tanah memang dapat menyebabkan potensi timbulnya sengketa 

yang besar dikemudian hari.14 Adapun salah satu perkara pada Putusan 

Pengadilan Denpasar Nomor 840/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 21 Juni 

2021, dalam perkara ini I NYOMAN KOMAK almarhum pemilik 

sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3315/Desa Kutuh yang 

terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, 

Provinsi Bali, tertulis atas nama I NYOMAN KOMAK. I NYOMAN KOMAK 

dan istrinya (Penggugat II) melaksanakan jual beli tanah Sertipikat Hak 

14
Widodo Dwi Putro,et al., ”Perlindungan Bagi Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa 

Perdata Berobjek Tanah”, Jurnal Kompilasi Hukum 5, no. 2 (30 Desember 2020), hlm.347. 
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Milik (SHM) No. 3315/Desa Kutuh dengan Fx Jan Andrean Dennis 

(Tergugat I), dengan menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Lunas 

Pertama No. 06 tanggal 05-07-2018, Akta Kuasa No. 07 tanggal 05-07- 

2018 dan Akta Kuasa Menjual No.09 tanggal 05-07-2018 ketiganya 

dibuat di Notaris  PPAT NI LUH GEDE PURNAMAWATI, S.E., S.H., M.Kn 

tanpa terlebih dahulu akta tersebut dibacakan oleh staf/pegawai 

Notaris PPAT NI LUH GEDE PURNAMAWATI, S.E., S.H., M.Kn tanpa 

dihadiri Fx Jan Andrean Dennis (Tergugat I) dan Notaris PPAT NI LUH 

GEDE PURNAMAWATI, S.E., S.H., M.Kn (Tergugat II).Fx Jan Andrean 

Dennis (Tergugat I) meminta bantuan Notaris PPAT NI LUH GEDE 

PURNAMAWATI, S.E., S.H., M.Kn (Tergugat II) untuk mengurus 

pemecahan bidang tanah SHM No. 3316/Desa Kutuh dipecah menjadi 6 

(enam) bidang tanah yaitu : SHM Nomor 3578, SHM Nomor 3579, SHM 

Nomor 3580, SHM Nomor 3581, SHM Nomor 3582, dan SHM Nomor 3583 

semuanya tercatat atas nama I NYOMAN KOMAK. Fx Jan Andrean 

Dennis (Tergugat I) menjual tanah tersebut kepada Tergugat III, 

Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, berdasarkan 

Akta Kuasa Untuk Menjual No. 09 tanggal 05-07-2018 tersebut telah 

bertindak atas nama I NYOMAN KOMAK dan Penggugat II dengan 

Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, 

diantaranya adalah: 

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3676/Desa Kutuh atas I NYOMAN 

KOMAK, antara Fx Jan Andrean Dennis (Tergugat I) yang bertindak 
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atas nama I NYOMAN KOMAK dan Penggugat II selaku penjual 

dengan Tergugat III selaku pembeli dengan Akta Perjanjian Jual Beli 

Nomor 02 tanggal 03-10-2018 dan Akta Kuasa Nomor 03 tanggal 03- 

10-2018 keduanya dibuat dihadapan Notaris PPAT NI LUH GEDE 

PURNAMAWATI, S.E., S.H., M.Kn (Tergugat II); 

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3649/Desa Kutuh atas I NYOMAN 

KOMAK, antara Fx Jan Andrean Dennis (Tergugat I) yang bertindak 

atas nama I NYOMAN KOMAK dan Penggugat II selaku penjual 

dengan Tergugat IV selaku pembeli dengan Akta Perjanjian Jual Beli 

Nomor 04 tanggal 03-10-2018 dan Akta Kuasa Nomor 05 tanggal 03- 

10-2018 keduanya dibuat dihadapan Notaris PPAT NI LUH GEDE 

PURNAMAWATI, S.E., S.H., M.Kn (Tergugat II); 

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3674/Desa Kutuh atas I NYOMAN 

KOMAK, antara Fx Jan Andrean Dennis (Tergugat I) yang bertindak 

atas nama I NYOMAN KOMAK dan Penggugat II selaku penjual 

dengan Tergugat V selaku pembeli dengan Akta Perjanjian Jual Beli 

Nomor 06 tanggal 03-10-2018 dan Akta Kuasa Nomor 07 tanggal 03- 

10-2018 keduanya dibuat dihadapan Notaris PPAT NI LUH GEDE 

PURNAMAWATI, S.E., S.H., M.Kn (Tergugat II); 

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3675/Desa Kutuh atas I NYOMAN 

KOMAK, antara Fx Jan Andrean Dennis (Tergugat I) yang bertindak 

atas nama I NYOMAN KOMAK dan Penggugat II selaku penjual 

dengan Tergugat VI selaku pembeli dengan Akta Perjanjian Jual Beli 
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Nomor 08 tanggal 03-10-2018 dan Akta Kuasa Nomor 09 tanggal 03- 

10-2018 keduanya dibuat dihadapan Notaris PPAT NI LUH GEDE 

PURNAMAWATI, S.E., S.H., M.Kn (Tergugat II); 

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3675/Desa Kutuh atas I NYOMAN 

KOMAK, antara Fx Jan Andrean Dennis (Tergugat I) yang bertindak 

atas nama I NYOMAN KOMAK dan Penggugat II selaku penjual 

dengan Tergugat VII selaku pembeli dengan Akta Perjanjian Jual Beli 

Nomor 10 tanggal 03-10-2018 dan Akta Kuasa Nomor 11 tanggal 03- 

10-2018 keduanya dibuat dihadapan Notaris PPAT NI LUH GEDE 

PURNAMAWATI, S.E., S.H., M.Kn (Tergugat II). 

Dasar Tergugat I mengalihkan lagi kepihak lain dengan Kuasa 

Mutlak Akta Kuasa Menjual No. 09 yaitu dilakukan PPJB atau PJB 

berulang kepada Para Tergugat III, IV, V, VI dan VII.Pemilik tanah 

sangat dirugikan karena jual beli antara I NYOMAN KOMAK dengan Fx 

Jan Andrean Dennis (Tergugat I) belum lunas, akan tetapi dibuatkan 

Akta Perjanjian Jual Beli Lunas Pertama No. 06 tanggal 05-07-2018, Akta 

Kuasa No. 07 tanggal 05-07-2018 dan Akta Kuasa Menjual No.09 tanggal 

05-07-2018 yang kemudian dialihkan kembali kepada pihak lainnya 

dengan membuat PPJB atau PJB berulang di atas tanah milik I NYOMAN 

KOMAK selaku pemilik tanah. 

Hal yang menjadi permasalahan hukum adalah dalam praktik 

PPJB disalahgunakan sehingga terdapat PPJB dan kuasa menjual lebih 

dari satu kali atau berulang. Apabila pihak penjual yang namanya 
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masih tercantum dalam sertipikat kemudian melakukan pembuatan 

PPJB berulang maka disetiap peralihannya terhutang pajak-pajak 

penghasilan dimana dalam praktiknya sering dijumpai pajak 

penghasilannya belum terbayarkan sebagaimana di tegaskan dalam 

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan Pasal 4 Ayat (2) huruf d, bahwa penghasilan yang dapat 

dikenai pajak yang bersifat final yaitu penghasilan dari transaksi 

pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa 

konstruksi, usaha real estat dan persewaan tanah dan atau bangunan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis 

tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai PPJB berulang itu 

sendiri, dengan suatu bentuk penulisan dengan judul “PEMENUHAN 

HAK PEMILIK TANAH DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL Beli 

Berulang.” 

B. Rumusan Masalah 
 

Adapun beberapa permasalahan yang akan penulis bahas yaitu: 
 

1. Bagaimana akibat hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

Berulang terhadap pemenuhan hak pemilik tanah? 

2. Bagaimana bentuk pemenuhan hak pemilik tanah dalam 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berulang? 

3. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli Berulang? 
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C. Tujuan Penelitian 

 
Adapun tujuan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut: 

 
1. Untuk mengetahui akibat hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

Berulang terhadap pemenuhan hak pemilik tanah. 

2. Untuk menganalisis permasalahan bentuk pemenuhan hak 

pemilik tanah dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berulang. 

3. Untuk mengetahui tanggung jawab Noaris dalam pembuatan 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berulang. 

D. Manfaat Penelitian 
 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

dalam rangka pembangunan hukum nasional, khususnya di 

bidang hukum kenotariatan, dan juga yang paling utama dalam 

hukum pertanahan yang berkaitan dengan PPJB. 

2. Manfaat Praktis 
 

a. Terkait manfaat praktis terutama untuk PPAT, dari hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dan juga referensi bagi PPAT dalam melaksanakan 

wewenangnya yaitu salah satunya adalah dalam pembuatan 

Akta Jual Beli (AJB). 

b. Manfaat untuk Notaris 
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Terkait manfaat praktis terutama untuk Notaris, dari hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

untuk para notaris dalam melaksanakan wewenangnya yaitu 

salah satunya adalah dalam pembuatan PPJB. Adapun 

kewenangan notaris sendiri memformulasikan perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undang dan atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. 

Tanggung jawab dan ketelitian Notaris dituntut sangat besar 

dalam membuat suatu akta. Adapun Notaris bukan saja 

bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bahkan notaris 

bertanggung jawab juga kepada pihak lain yang dirugikan. 

c. Manfaat untuk Aparat Penegak Hukum 
 

Terkait manfaat praktis terutama untuk para aparat penegak 

hukum, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan dan juga referensi serta pertimbangan apabila 

terjadi masalah yang berkaitan dengan PPJB berulang. 

d. Manfaat untuk Masyarakat Umum 
 

Terkait manfaat praktis terutama untuk masyarakat umum, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

para masyarakat luas agar berhati-hati sebelum 

melaksanakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak atas tanah 

terutama dalam hal PPJB berulang yang dapat merugikan 
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pihak ketiga atau pihak lain bahkan merugikan keuangan 

Negara. 

E. Kerangka Teori 
 

Kerangka teori yaitu teori-teori yang merupakan konsep dari 

hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan 

untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang 

dianggap relevan oleh peneliti.15 Adapun teori-teori yang sesuai untuk 

menjawab rumusan masalah di atas yaitu sebagai berikut : 

1. Grand Theory 
 

Yang pertama teori yang digunakan dalam penelitian ini 

didasari oleh Grand Theory.16 Teori kepastian hukum digunakan 

dalam penelitian ini, tanpa adanya kepastian hukum, maka suatu 

ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku tidak dapat 

dimiliki oleh seorang individu. Sejalan dengan hal tersebut 

dijelaskan juga oleh Gustav Radbruch bahwa di dalam hukum 

terdapat 3 (tiga) nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan, 

kepastian hukum.17 Bahwa ada juga dua pengertian mengenai 

kepastian hukum menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh R. 

Soeroso, yang pertama adalah individu dapat mengetahui 

perbuatan apa yang diperbolehkan dan juga tidak 

diperbolehkan dilakukan dapat diketahui oleh individual akibat 

 

15
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2018), hlm.53. 

16
Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, (Jakarta: Kencana, 

2003), hlm. 41. 
17

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 45 
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adanya aturan yang bersifat umum, sehingga apa saja yang 

boleh dilakukan oleh Negara terhadap Individu. Dalam hal ini 

kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa kepastian hukum 

secara normatif adalah ketika suatu peraturan itu dibuat dan 

diundangkan secara pasti, diatur secara jelas dan juga logis, 

sehingga hal yang bersifat keragu-raguan (multi-tafsir) dan 

logis.Keadaan dalam kepastian hukum maksudnya adalah ketika 

perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, 

terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh 

aturan hukum. Asas kepastian hukum juga diperlukan guna 

terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian 

hukum dianggap sebagai prinsip utamanya, dengan hukum yang 

benar maka diharapkan dapat melahirkan ketertiban atau 

tatanan kehidupan yang seimbang dan keadilan bagi masyarakat 

untuk menjaga stabilitas Negara.18 Dalam pelaksanaan Undang- 

Undang, hukum dapat ditegakkan walaupun di dalam 

implementasinya mengalami berbagai hambatan. 

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis dan 

menjawab rumusan masalah mengenai pemenuhan hak pemilik 

tanah dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berulang. Dalam 

penelitian ini kegunaan teori kepastian hukum juga berkaitan 

dengan adanya sebuah aturan  yang berlaku secara jelas untuk 

18
WiciptoSetiadi,”Pembangunan Hukum Dalam Rangka PeningkatanSupremasi Hukum”, 

Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no.1 (1 Mei 2012), hlm.1. 
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menjadi pedoman bagi Notaris dalam melaksanakan 

kewenangannya di masyarakat. Dalam aturan tersebut Notaris 

mengetahui dalam melaksanakan kewenangannya apa-apa yang 

boleh tidak boleh dilakukan. 

2. Middle Range Theory 

 
Yang kedua pada penelitian ini penulis menggunakan 

Teori Penegakan Hukum dalam perspektif Hukum Progresif guna 

terciptanya perlindungan hukum. Hukum progresif dipelopori 

oleh Satjipto Rahardjo.Mengenai hukum terutama dilihat dari 

bentuknya melalui peraturan-peraturan ataupun kaidah-kaidah 

yang telah dirumuskan secara eksplisit. Di dalam peraturan- 

peraturan ataupun kaidah-kaidah terkandung tindakan-tindakan 

yang harus dilaksanakan, yakni seperti penegakan hukum.19 

Bahwa kehendak-kehendak hukum yang dilakukan melalui 

individu – individu atas dasar apa yang dilihat, individu yang 

menjalankan penegakan hukum benar-benar menempati 

kedudukan yang penting dan sangat menentukan. Bahwa apa 

yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya 

menjadi kenyataan melalui tangan individu-individu tersebut.20 

Salah satu yang menonjol adalah sifat rasional (dan formal) yang 

dimiliki oleh hukum modern. Rasionalitas itu bahkan dapat 

 

19
Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta 

Publishing, 2009), hlm 1. 
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Ibid., hlm.37. 

 

 

 

 

 

 

dikembangkan sedemikian rupa sehingga sampai pada tingkat 
 

“rasionalitas di atas segala-galanya.”21 
 

Kegunaan Teori Penegakan Hukum dalam penelitian ini 

dikaitkan dengan Penegakan aturan yang telah dibuat khususnya 

untuk para Notaris dalam menjalankan jabatannya agardapat 

terlaksana secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. 

Penegakan hukum yang baik harus dilaksanakan dengan 

memperhatikan prinsip keadilan oleh lembaga-lembaga 

keadilan. Manfaat teori penegakan hukum dalam penelitian ini 

dikaitkan dengan penegakan aturan yang telah dibuat, 

khususnya bagi Notaris agar dapat terlaksana secara nyata dalam 

kehidupan bermasyarakat. Prinsip keadilan, kemanfaatan, 

akuntabilitas serta perlindungan Hak Asasi Manusia harus 

diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang baik 

oleh Lembaga Peradilan. 

Untuk  menghidupkan  kembali hukum yang 

mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, maka 

penegak hukum harus dapat melampaui pandangan 

rasionalisme hukum dan mengembalikan pemahaman hukum 

sebagai suatu nilai-nilai moral, etika, dan akhlak. Dalam teori 

hukum inilah yang disebut oleh Satjipto Rahardjo sebagai hukum 

progresif.  Dalam  “Hukum  Progresif  (Penjelajahan  Suatu 
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Heru Prayitno dan Hamdan Zoelva., Op. Cit. hlm.30. 

 

 

 
 
 

 
Gagasan)” dan “Hukum Progresif yaitu Hukum yang 

Membebaskan”, Satjipto Rahardjo menjelaskan, gagasan hukum 

progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum 

yang ada di Indonesia. Akibatnya, mafia peradilan, 

komersialisasi, dan komodifikasi hukum semakin merajarela.22 

Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis dan 

menjawab rumusan masalah mengenai pemenuhan hak pemilik 

tanah dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berulang. 

3. Applied Theory 

 
Yang ketiga pada penelitian ini penulis menggunakan 

Applied range theory merupakan teori yang digunakan agar 

pembahasan menjadi lebih mendetail atas suatu Terhadap 

perjanjian ada beberapa ajaran, penulis menggunakan teori 

kehendak (wilstheorie) teori pernyataan (uitingstheorie), teori 

kepercayaan (vertouwenstheorie) dan teori perlindungan hukum. 

a. Teori Kehendak (Wilstheorie) 
 

Menurut teori ini bahwa kehendak para pihak telah 

mengikat dan bertemu, maka telah terjadi suatu perjanjian.Suatu 

perjanjian juga sering disebut persetujuan karena ada dua pihak 

yang setuju untuk melakukan sesuatu.23 Sumber-sumber lain ini 

tercakup  dengan  nama  undang-undang,  jadi  kesimpulannya 

 

22
M.ZulfaAulia. 2018.”Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo : Riwayat, Urgensi dan 

Relevansi”,Jurnal Hukum 1, no.1. (1 Juni 2018) hlm .165. 
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adalah ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada 

perikatan yang lahir dari Undang-Undang.24 Adapun Perjanjian 

harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ditentukan dalam 

Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, 

cakap berbuat, objek tertentu dan causa (sebab) yang halal. 

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa didalamnya ada asas- 

asas hukum perjanjian yang dikenal menurut ilmu hukum 

perdata, salah satunya adalah asas itikad baik (good faith) yang 

terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Asas ini dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa 

yang timbul dari perjanjian. Pelaksanaan perjanjian harus 

dilakukan dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan 

kesusilaan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1339 

KUHPerdata yang menegaskan bahwa: “Suatu perjanjian tidak 

hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di 

dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat 

perjanjian diharuskan oleh kepatutan”. Teori ini dikemukakan 

dengan tujuan untuk menganalisa isi atau subtansi perjanjian 

pendahuluan dalam PPJB untuk melihat norma-norma hukum 

yang diharuskan oleh KUHPerdata dapat dilihat. Oleh karenanya, 

analisis terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

diperlukan untuk menentukan apakah perjanjian tersebut sudah 

 



22 

26
Heru Prayitno dan Hamdan Zoelva., Op. Cit. hlm.30. 

 

 

 
 
 

 
sesuai dengan norma-norma yang diatur dalam KUHPerdata dan 

tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan 

maupun nilai kepatutan.25 

b. Teori Pernyataan (Uitingstheorie) 

Berdasarkan teori pernyataan ini dinyatakan bahwa apa 

yang dinyatakan oleh seseorang dapat dipegang sebagai suatu 

perjanjian. Tidak perlu dibuktikan apakah pernyataannya sesuai 

dengan kehendaknya atau tidak. Dengan pernyataan dari 

seseorang maka telah ada konsensus. Teori ini juga merupakan 

kebalikan dari teori kehendak.26 

c. Teori Kepercayaan (Vertouwenstheorie) 

Dalam teori kepercayaan ini apa yang secara wajar dapat 

dipercaya dari seseorang manusia, dan dapat dipegang sebagai 

suatu persetujuan. Dengan demikian jadi apa yang secara wajar 

dapat dipercaya dari seseorang akan menimbulkan kata sepakat. 

Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk melihat didalam PPJB 

telah timbul hak dan kewajiban serta akibat hukum dari suatu 

perjanjian yang akan mengikat bagi para pihak yang 

membuatnya. 

d. Teori Perlindungan Hukum 
 

 

25
Novalia Arnita Simamora, et al.,.“Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan 

(VOOR OVEREENKOMST) Pada Perjanjian Pengikatan Jual BeliRumah (Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Simalungun No. 37/PDT/PLW/2012/SIM)”, USU Law Journal 3, no. 3, (2015), 

hlm. 87. 
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Dalam teori perlindungan hukum dari perspektif keilmuan 

hukum. Menurut Harjono bahwa “perlindungan hukum memiliki 

makna yakni sebagai perlindungan dengan menggunakan 

sarana hukum ataupun perlindungan yang diberikan oleh 

hukum, yang ditujukan kepada perlindungan terhadap 

kepentingan-kepentingan tertentu yaitu dengan cara menjadikan 

kepentingan yang perlu dilindungi tersebut kedalam hak 

hukum.27 

Adapun menurut Philipus M. Hadjon teori perlindungan 

dapat dikategorikan menjadi 2 :28 

1. Perlindungan Hukum Preventif 

Teori ini berkaitan dengan subjek hukum yang diberikan serta 

kesempatan untuk mengajukan keberatan serta pendapat 

sebelum suatu keputusan pemerintah dalam hal ini untuk 

mencegah terjadinya pelanggaran.Hal ini diatur dalam 

peraturan perundang – undangan untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran serta batasan – batasan dalam melakukan suatu 

kewajiban. Perlindungan hukum ini yaitu tindakan pemerintah 

yang didasari kebebasan bertindak karena adanya 

perlindungan hukum preventif, maka pemerintah terdorong 

kearah yang bersifat hati – hati dalam mengambil keputusan. 

 

27
Harjono, KonstitusiSebagai Rumah Bangsa, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 373. 

28
Ahmad Zulfikar,et al., ”Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Perjanjian 

Pengikatan Jual BeliTanah Yang Objeknya Dijual Kembali Oleh Penjual Ke Pembeli Lain”, 
Journal of Lex Philoshophy (JLP) 5, no. 2 (Desember 2024), hlm.1297. 
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2. Perlindungan Hukum Represif 
 

Perlindungan hukum represif yaitu bertujuan untuk 

menyelesaikan suatu sengketa, adapun prinsip perlindungan 

hukum ini terhadap tindakan pemerintah bersumber dan 

mengacu kepada konsep pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak – hak asasi manusia dikarenakan menurut 

sejarah lahirnya konsep – konsep ini diarahkan pada 

pembatasan – pembatasan dan kewajiban masyarakat dan 

pemerintah. Prinsip yang kedua mendasari pada 

perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah ialah 

prinsip negara hukum. 

Teori Kehendak, Teori Pernyataan, Teori Kepercayaan dan 

Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk menganalisis dan 

menjawab rumusan masalah mengenai pemenuhan hak pemilik 

tanah dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berulang. 

F. Definisi Konseptual. 
 

Definisi konseptual merupakan didasarkan dari peraturan 

perundang-undangan tertentu. sekaligus juga merumuskan definisi- 

definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasionil di dalam 

suatu pengumpulan, analisa, pengolahan, analisa, dan konstruksi data. 

Hal ini sebagai pengaruh didalam penelitian dan juga pegangan jika 

ada suatu definisi belum lengkap benar maka ada kemungkinan 

definisi tersebut akan disempurnakan atas dasar hasil-hasil penelitian 
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yang telah dilakukan.29 Untuk menghindari kesalahan pemahaman agar 

lebih mudah maka perlu diberikan definisi konseptual dalam penelitian 

ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Kewenangan Notaris 

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau 

berdasarkan Undang-Undang lainnya.30 Kewenangan ini telah 

ada di dalam peraturan perundang-undangan dan juga 

kewenangan tersebut baru yang lahir setelah lahirnya peraturan 

perundang-undangan yang baru.31 Notaris berperan dalam 

membuat berbagai macam akta autentik, terutama yang 

berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah akta 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual. 

2. Akta Notaris 

 
Secara dogmatis ditegaskan dalam Pasal 1868 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa suatu akta autentik ialah 

suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang- 

undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang 

untuk itu di tempat akta dibuat. Bilamana akta yang dibuat oleh 

seorang  pejabat  tanpa  ada  wewenang  dan  tanpa  ada 

 

29
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2018). hlm.137. 

30
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
31

 Abdul Ghofur Anshori, (Yogyakarta: Tim UII Press, 2009), hlm. 116. 
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kemampuan untuk membuatnya sehingga tidak memenuhi syarat 

maka tidaklah dianggap sebagai akta autentik, dan sering kita 

kenal dengan akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh 

pihak–pihak yang bersangkutan.Akta Notaris ini memiliki peran 

penting sebagai alas hak yang berkaitan dengan pemenuhan hak 

pemilik tanah dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berulang. 

3. Kewenangan PPAT 

 
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah secara 

jelas ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 1 bahwa Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberikan 

kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai 

perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak 

MIilik Atas Satuan Rumah Susun. Adapun perbuatan hukum 

sebagaimana dimaksud di tegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan 

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT membuat akta jual 

beli, akta tukar menukar, hibah, pemasukan kedalam 

perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian Hak 

Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, Pemberian Hak 

Tanggungan, Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. 

4. Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
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Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya di atas, bahwa 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah sebuah perjanjian awal 

yang mengikat dimana terdapat kesepakatan jual beli 

didalamnya. Perjanjian Pengikatan Jual Beli timbul sebagai 

akibat terhambatnya atau terdapat beberapa syarat yang 

ditentukan oleh Undang – Undang yang belum terpenuhi 

berkaitan dengan jual beli hak atas tanah yang pada akhirnya 

menghambat penyelesaian transaksi dalam hal jual beli hak atas 

tanah, dan syarat tersebut ada yang lahir dari peraturan 

perundang – undangan yang ada dan lahir karena adanya 

kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan melaksanakan 

jual beli hak atas tanah.32 Yang dimaksud dengan Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli Berulang adalah Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli dan kuasa untuk menjual diberikan kepada calon pembeli 

untuk dipergunakan kembali melakukan jual beli hak atas tanah 

ke atas namanya sendiri tanpa mengikutsertakan penjual, akan 

tetapi oleh calon pembeli ini kuasa untuk menjual tersebut 

dipergunakan kembali untuk menjual hak atas tanah dimaksud 

kepada pihak ketiga atau pihak lain begitu seterusnya dilakukan 

berkali - kali dengan cara yang sama sehingga muncul istilah 

“berulang”. 

5. Kuasa Menjual Dalam PPJB 

 

32
Heru Prayitno dan Hamdan Zoelva., Op. Cit. hlm.38 -39. 
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Di dalam PPJB lunas hampir selalu diikuti dengan 

membuat kuasa maupun kuasa untuk menjual hak atas tanah atas 

objek yang diperjanjikan untuk diperjual Belikan, dan biasanya 

PPJB serta Akta Kuasa maupun Akta Kuasa Untuk Menjual dibuat 

secara notariel dihadapan Notaris. Di dalam Akta Kuasa, pemberi 

kuasa atau (calon) penjual memberikan kuasa kepada (calon) 

pembeli untuk menggunakan dan menempati objek tanah yang 

diperJual Belikan tersebut. Adapun di dalam Akta Kuasa Untuk 

Menjual calon penjual memberikan kuasa kepada (calon) 

pembeli untuk menjual hak atas tanah yang diperjanjikan untuk 

diperJual Belikan itu kepada orang lain ataupun pihak lain dan 

kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali. Jadi maksudnya 

disini adalah (calon) penjual dibenarkan secara hukum untuk 

memberi kuasa ataupun kuasa untuk menjual kepada (calon) 

pembeli atas hak atas tanah tersebut, karena sudah menjadi 

milik (calon) pembeli yang membayar lunas harga kepada 

(calon) penjual dalam PPJB. Sehingga dengan ditandatanganinya 

Akta Kuasa maupun Akta Kuasa Untuk Menjual tersebut oleh 

pembeli dan penjual, calon penjual sudah tidak memiliki hak lagi 

atas tanah yang diperJual Belikan tersebut sepenuhnya sudah 

beralih dan menjadi hak milik dari (calon) pembeli. 

Dengan adanya Akta Kuasa Untuk Menjual tersebut, 

(calon) pembeli dapat melakukan sendiri jual beli hak atas tanah 
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tersebut dihadapan PPAT yang berwenang tanpa 

mengikutsertakan (calon) penjual, dan di dalam jual beli 

dihadapan PPAT yang berwenang itu ia menandatangani akta 

jual beli dalam kapasitas sebagai kuasa penjual dan sekaligus 

untuk diri sendiri sebagai pembeli.33 

6. Peralihan Hak Atas Tanah 

 
Berkaitan dengan peralihan hak atas tanah, bahwa syarat 

jual beli hak atas tanah yang telah bersertipikat maupun yang 

belum bersertipikat harus dibuktikan dengan akta autentik yang 

dibuat oleh PPAT dan sebagaimana di tegaskan dalam ketentuan 

Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah menyatakan : ”Peralihan Hak Atas 

Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun melalui jual beli, 

tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan 

perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan 

hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan 

akta PPAT yang berwenang menurut ketentuan dalam peraturan 

perundang – undangan yang berlaku.”34 

 
 
 
 
 
 
 
 

33
I Made Hendra Kusuma., Op. Cit. hlm.22 - 23. 

34
J. Andy Hartanto, “Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum 

Terdaftar Hak Atas Tanahnya”,(Surabaya: LaksBang Justitia, 2013),hlm.107. 
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G. Metode Penelitian 
 

Metode penelitian adalah pedoman atau standar prosedur yang 

berisi rangkaian tahapan, proses, atau teknik yang sistematis yang 

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tepat, taat asas, serta 

efisien berdasarkan tahapan yang teratur dan sistematis.35 Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut : 

1. Jenis Penelitian 
 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang 

merupakan penelitian untuk menilai suatu norma atau ketentuan 

yang berlaku. Bahwa metodologi dipahami juga sebagai cara-cara 

yang dipergunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan 

penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan 

kebenaran tergantung dari permasalahan yang sedang dikaji.36 

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder. Dikarenakan pada penelitian ini 

merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, dan 

menganalisis kepastian hukum terkait dengan peran dan 

pelaksanaan pemenuhan hak pemilik tanah dalam Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli Berulang. 

 
 

 

35
Irwansyah, dan Ahsan Yunus, “Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan 

Artikel (Edisi Revisi Cetakan V)”,(Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020),hlm.50. 
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2. Pendekatan Penelitian 
 

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain : 

a) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan 

menelaah semua peraturan-peraturan yang terkait dengan isu 

hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini juga merupakan 

penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa 

peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam 

melakukan penelitian guna memperoleh deskripsi analisis 

peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang berkaitan dengan pengaturan mengenai peranan 

notaris dalam pembuatan akta, ppat dalam membuat akta, dan 

aturan mana yang mengatur mengenai PPJB berulang terhadap 

peralihan hak atas tanah ini.37 Pendekatan perundang-undangan 

ini membuka kesempatan bagi penulis untuk mengetahui dan 

menganalisa ada atau tidak kesesuaian serta konsistensi antara 

suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau 

antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara 

regulasi dan undang-undang. 

b) Pendekatan Kasus (Case Approach) 
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Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mempelajari norma – norma atau kaidah hukum yang dilakukan 

dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah 

diputus, sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi 

terhadap perkara – perkara yang menjadi fokus 

penelitian.38Bahwa pendekatan kasus ini digunakan untuk 

menganalisa lebih lanjut kasus yang berkaitan dengan 

pemenuhan hak pemilik tanah dalam Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli Berulang berdasarkan putusan pengadilan. 

c) Pendekatan Futursitik 
 

Penelitian hukum dengan pendekatan Futursitik yaitu 

penelitian hukum yakni hukum apa yang seharusnya diciptakan 

untuk masa yang akan datang. Adapun hukum yang dicita- 

citakan yang dikonsepkan secara filosofis dan moralitis sebagai 

ius constituendum.39 Bahwa pendekatan ini digunakan untuk 

menganalisa lebih lanjut dalam menentukan tanggung jawab 

seorang Notaris ke depannya terhadap pembuatan akta 

Perjanjian Pengikatan Jual Beliguna meminimalisir Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli Berulang. 

 
 
 

 

38
Johnny  Ibrahim,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  (Malang 

:Bayumedia, 2006), hlm. 321. 
39

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke – 20, 

(Bandung: PT Alumni, 2006), hlm. 16. 
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3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 
 

a) Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), 

yaitu: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); 

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2043); 

3) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3696); 

4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan 

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746); 

5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5491); 

6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan 

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5188); 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak 

Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah 

Dan/atauBangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual BeliAtas 

Tanah Dan Atau Bangunan Beserta Perubahannya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916); 

8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2019 Tentang Sistem 

Perjanjian Jual Beli Rumah Permukiman (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 777); 

9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736). 

10) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2021 tentang Tata Cara 
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Penetapan Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202); 

11) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 16 tahun 2022 tentang Pelimpahan 

Kewenangan Penetapan Hak atas Tanah dan Kegiatan 

Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 1077); 

12) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan 

Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6881). 

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan 

untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan 

primer, antara lain penelitian dan literatur-literatur tertulis oleh 

para ahli yang sesuai dengan isu hukum dalam penelitian ini. 

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain 

kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang yang ada 

hubungannya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar 

diperoleh informasi terbaru, relevan dan terbaru.40 

 
 
 

 

40
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2016),hlm.144. 
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Bambang Sunggono. Op. Cit. hlm. 127. 

 

 

 

 

 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 
 

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui 

studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan 

hukum primer, bahan sekunder, maupun bahan hukum tersier 

untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi.41 

5. Teknik Pengolahan Penelitian 
 

Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum diolah dengan 

melakukan pencatatan dan peyusunan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pemenuhan hak 

pemilik tanah dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berulang. 

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari studi kepustakaan, 

maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan 

dengan cara mengadakan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum 

tertulis.42 

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian 
 

Bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis menggunakan 

analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan 

secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan 

tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah 

pemahaman dan pengertian bahan hukum.43 Analisis kualitatif 

digunakan untuk menganalisis pemenuhan hak pemilik tanah dalam 

 

41
Moh.Nazir, Metode Penelitian,(Bogor : Ghalia Indonesia, 2005),Cetakanke-5. hlm. 27. 

42
Bambang Sunggono. Op. Cit. hlm. 81. 
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Bambang Sunggono. Op. Cit. hlm. 120. 

 

 

 

 

 

 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berulang serta menilai bahan hukum 

baik dari segi pokok maupun keterkaitan substansinya. 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 
 

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan 

logika berpikir deduktif, yaknicara berpikir di mana kesimpulan 

yang bersifat khusus ditarik dari pernyataan yang bersifat umum.44 

Penalaran umum yang berlaku secara umum ditemukan dalam 

penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif. Penerapan 

hukum adalah proses yang terjadi dalam deduksi, dan norma-norma 

hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum 

positif, dan kemudian diuraikan dan diterapkan guna penyelesaian 

persoalan hukum yang konkrit yang dihadapi sehingga kesimpulan 

diperoleh sebagai jawaban atas permasalahan hukum.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

44
Abdul Kadir Muhammad.Op. Cithlm. 8. 
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